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PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG

TATA KEARSIPAN DINAMIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan,
Menteri Komunikasi dan Informatika telah menetapkan
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:
02/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Tata Kearsipan
Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika,;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika  Nomor: 17/PER/M.KOMINFO/10/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Komunikasi dan Informatika, terdapat perubahan tugas
dan fungsi dari Departemen Komunikasi dan Informatika
menjadi Kementerian Komunikasi dan Informatika;

c. bahwa dengan adanya perubahan tugas dan fungsi dari
Departemen Komunikasi dan Informatika menjadi
Kementerian Komunikasi dan Informatika, maka
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Mengingat :

Menetapkan

diperlukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor:
02/PER/M.KOMINFO/1/2009 tentang Tata Kearsipan
Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika tentang Tata Kearsipan Dinamis
Kementerian Komunikasi dan Informatika,;

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang

Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 3151);

. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi
Kementerian Negara;

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor:

17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika,;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TENTANG TATA KEARSIPAN DINAMIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA.


http://www.djpp.kemenkumham.go.id

3 2014, No.235

Pasal 1

(1) Seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika wajib menggunakan Tata Kearsipan Dinamis sebagai
pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan dinamis sejak penciptaan,
penggunaan dan pemeliharaan, dan penyusutan arsip dari rekaman
kegiatan atau peristiwva dalam berbagai bentuk dan media sesuai
dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Tata Kearsipan Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri
Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/1/2009
tentang Tata Kearsipan Dinamis Departemen Komunikasi dan Informatika
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 Februari 2014

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN
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